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SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat ()
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran
2022;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 638);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

nalli

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada
Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan  urusan
Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
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7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS
adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk
pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran
harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam
1 (satu) periode tertentu.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN (SHS)
DAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS dan ASB
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2) SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA
SKPD Tahun Anggaran 2022.

(3) Uraian SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. standar biaya umum;
b. standar satuan harga; dan
c. harga satuan pokok kegiatan.

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali standar harga material.

(4) Penjelasan teknis standar biaya umum SHS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 4
Pelaksanaan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022
berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 5

(1) Apabila dalam penyusunan RKA SKPD terdapat barang/jasa
yang harganya lebih tinggi dan/atau tidak tercantum dalam
SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka
Perangkat Daerah melakukan survei harga barang/jasa
paling sedikit 3 (tiga) pembanding.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil survei
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota
untuk mendapatkan persetujuan harga barang/jasa di luar
SHS.

(3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan memperhatikan hasil pengkajian yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi standardisasi
harga.

(4) Perangkat Daerah menggunakan persetujuan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
penyusunan RKA SKPD.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah tercantum
dalam e-catalogue dapat berpedoman pada patokan harga, jenis,
dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-catalogue
Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan
print out harga yang berlaku pada saat proses pengadaan
barang/jasa.

Pasal 7
Perubahan SHS dilakukan apabila dalam tahun anggaran
berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi
sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak
nasional.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SHS
dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, sosialisasi, supervisi,
monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA,
ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd
WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA-SALATIGA,

AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H.! M.H.
Pembina Tk.I ! .
NIP. 19640402 198603 1 022
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